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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1	KAJIAN PUSTAKA
2.1.1	Prosedur
	Suatu prosedur sangat diperlukan dalam suatu pekerjaan agar dapat terlakasana dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Prosedur menguraikan dan menjelaskan tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam suatu perusahaan untuk menangani transaksi usaha yang berulang dengan seragam dan terpadu.
2.1.1.1	 Pengertian Prosedur
Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan.
Menurut Mulyadi pengertian prosedur adalah sebagai berikut:
“Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang”.
					   (2001:5)

	Sedangkan pengertian prosedur menurut Azhar Susanto adalah sebagai berikut:
“Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”.
 (2007:264)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan atau tarnsaksi dapat terjadi secara berulang-ulang dan dilakukan secara bersama-sama.
2.1.2	Pengertian Penyusunan 
  Penyusunan adalah kombinasi model partisipasif atau usulan dari bawah (bottom up) dengan kebijakan dari atas (top down).
Menurut Ardios mengemukakan bahwa pengertian penyusunan yang terdapat didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:
“Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu oraganisasi atau perorang secara baik dan teratur”.
                                                                                                              (2005:315)

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan adalah suatu kegiatan untuk memproses data-data yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan secara baik dan teratur.

2.1.3	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Pada dasarnya Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dibuat oleh masing-masing SKPD yang merupakan dokumen untuk melaksanakan Rencana Kerja  anggaran (RKA) SKPD yang sudah dibuat sebelumnya. Pembuatan RKA dan DPA yang disesuaikan dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Permendagri pengertian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagai berikut:
“Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran”.
          (2006:8)
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tahapan kegiatan yang di buat oleh masing-masing pelaksana anggaran yang sangat penting dalam rangka penyelengaraan kegiatan, maka dengan disusunnya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) berarti bahwa program dan rencana operasional tahunan yang dianggarkan akan mulai di laksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan.



2.1.3.1  Prosedur Pendapatan dan Belanja
Sesuai dengan amanat dari pasal 14 Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2001 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang diatur didalam Perda No 39 Tahun 2002 dan adanya perubahan atau penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dengan peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah telah menyempurnakan perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang tertuang pada Perda No 3 Tahun 2006. Perda tersebut menjadi rujukan atau standar pembuatan peraturan pengelolaan keuangan daerah.
Pada tahun 2001 terdapatlima belas tahapan untuk melakukan otorisasi, maka pada tahun 2002 dipangkas menjadi dua belas tahapan, pada periode 2003-2005 disederhanakan lagi menjadi tujuh tahapan kemudian pada tahun 2006 telah dilakukan penyederhanaan system dan prosedur. 
Pengelolaan keuangan daerah telah ditata dan tersedianya SDM yang baik, maka tidak mengalami hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah No 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman keuangan.
	Prosedur Pendapatan dan Belanja menurut Nurlan Darise adalah sebagai berikut:  
1. Prosedur pendapatan asli daerah
2. Pengembalian atas kelebihan penerimaan pajak atau retribusi
3. Prosedur pengeluaran belanja 
4. Surat penyediaan dana
5. Surat pernyataan pembayaran 

6. Surat perintah membayar
7. Surat perintah pencairan dana (SP2D)
8. Prosedur permintaan uang persediaan
 									      (2008:167)
Penjelasan mengenai prosedur pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut:
1. Prosedur pendapatan asli daerah
Prosedur pendapatan asli daerah dalam operasionalnya masih terdapat beberapa ketentuan tambahan yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai berikut:
a. Penyetoran uang ke rekening kas umum daerah dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari bank yang bertindak sebagai rekening kas umum daerah.
b. Bendahara penerimaan tidak diperbolehkan membuka rekening atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD dan tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari satu hari kerja.
c. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daearah
d. Dokumen yang digunakan dalam prosedur dan penata usaha pajak daerah dan retribusi daerah
e. Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
    (2008:167)
	Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pendapatan asli daerah merupakan sebagai langkah pertama dari prosedur pendapatan dan belanja, dimana pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menyerahkan SKP daerah/SKR daerah kepada bendahara penerimaan dan kepada wajib pajak retribusi melalui petugas penagih.

2. Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Pajak/Retribusi
Dalam pemungutan pajak atau retribusi kemungkinaan terdapat kelebihan penerimaan yang disebabkan kesalahan dalam penetapan atau kekeliruan dalam pemungutannya sehingga atas kelebihan penerimaannya merupakan kewajiban dari pemerintah daerah untuk mengembalikan. Atas kelebihan tersebut sesuai dengan Pasal 60 Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daearah dan Pasal 130 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:
a. Pengembalian atas kelebihan pendapat harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 
b. Pengembalian atas pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
c. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga.
           
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpualn bahwa pengembalian atas kelebihan penerimaan pajak/retribusi merupakan pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama dengan penerimaanya dapat dilakukan oleh SKPD atau oleh BUD hal tersebut tergantung dari kebijakan dari masing-masing pemerintahan daerah sebelum membebani anggaran badan pengelola keuangan pada pos belanja tak terduga. 
3. Prosedur Pengeluaran Belanja
	Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada SKPD sebagai pengguna anggaran adalah DPA SKPD yang telah disetujui oleh sekretaris daerah dan disahkan pejabat pengelolaan keuangan daerah. 
	Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, BUD/kuasa BUD sebelum menerbitkan SP2D berkewajiban untuk:
a. Meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran.
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
c. Menguji ketersediaan dan ayang bersangkutan.
d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah dengan menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lama 2 hari kerja sejak SPM diterima. 
							       
4. Surat Penyediaan Dana 
Surat penyediaan dana (SPD) adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD yang menyatakan tersedianya dana untuk melakasanakan kegiatan sebagai dasar penerbit SPP. Untuk mendapat SPD, pengguna/kuasa pengguna anggaran mengajukan permohonan penyediaan dana kepada BUD. Karena fungsi dari SPD sebagai informasi ketersediaan dana pada BUD maka frekuensi penerbitan SPD tergantung kebijakan masing-masing daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran 
Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan (PPTK) untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Surat permintaan pembayaran (SPP) adalah sebagai berikut:
a. SPP uang persediaan (SPP-UP)
b. SPP ganti uang (SPP-GU)
c. SPP tambahan (SPP-TU)
d. SPP nihil (SPP-GU nihil)
e. SPP langsung (SPP-LS)
       
a. SPP uang persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
b. SPP ganti uang adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang telah digunakan.
c. SPP tambahan adalah dokumen yang yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melakasanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
d. SPP nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atas pengguna uang persediaan atau tambah uang dimana pertanggungjawaban tersebut tidak dilakukan penggantian uang.
e. SPP langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji PNS dan Non-PNS.
6. Surat Perintah Membayar
Surat perintah membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluran DPA-SKPD.

Surat perintah membayar dapat diterbitkan jika:
a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi penganggaran yang tersedia.
b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.
c. Perhitungannya yang benar                       
Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima.
b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP.
Pihak yang terkait dalam prosedur penerbitan SPM adalah PPK SKPD dan Kuasa pengguna anggaran.
PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
a. Menguji SPP beserta kelengkapannya.
b. Membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kkelengkapan dan kebenarannya dan mengajukan ke kuasa pengguna anggaran.
c. Menolak menerbitkan SPM bila SPP yang diajukan oleh bendahara SKPD tidak lengkap.
                  
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM sebagai dasar pencairan dana.
SP2D dapat diterbitkan dalah sebagai berikut:
a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi penganggaran yang tersedia.
b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.
c. Perhitungannya benar.


Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima.
b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP.
8. Prosedur Permintaan Uang Persediaan
Tahap-tahapan permintaan uang persediaan adalah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan SPD bendahara pengeluaran membuat dan mengajukan SPP-UP untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran PPK-SKPD
b. Apabila permintaan UP dilakukan per kegiatan maka penandatanganan SPP dilakukan oleh PPTK dan apabila permintaan UP dilakukan sekaligus (global) untuk seluruh kegiatan pada SKPD maka penandatanganan SPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
c. Dokumen SPP-UP terdiri dari:
1. Surat pengantar SPP-UP 
2. SPP-UP
3. Rincian rencana pengguna dana
4. Surat pernyataan pengajuan SPP-UP.

2.1.3.2  Pengelolaan Keuangan Daerah
	 Menurut Indra Bastian mengemukakan bahwa dalam permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah juga disebutkan dalam pasal 5 (1) bahwa “Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan”.
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :


a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
b. Kepala SKPKD selaku PPKD, dan
c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang
(2006:72)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelimpahan kekuasaan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. 

2.1.3.3  Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut Indra Bastian mengemukakan bahwa bunyi Permendagri Nomor 13/2006 tersebut di atas sejalan dengan PP Nomor 58/2005 pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Menurut Indra Bastian Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran atau barang
4. Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah


7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah dan
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
                    (2006:72)
Kekuasaan pengelolaan keuangan di atas dilaksanakan oleh :
1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah.
                                                                                                                    (2006:72)

Dalam pelaksanaannya, koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah sekretaris daerah. Koordinasi ini mempunyai tugas koordinasi di bidang :
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
4. Penyusunan Reperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawasan keuangan daerah, dan 
6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(2006:72)
Selain itu, koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas  adalah sebagai berikut:
1. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD
3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah
4. Memberiakan persetujuan pengesahan DPA SKPD
5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya.
(2006:72)


Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemegang kekuasaaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dalam pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran yang bertugas melakukan pengumuman pemungutan penerimaan daerah. 
Selain itu bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan untuk pemungutan. Tugas-tugas tersebut didasarkan pada kuasa yang dilimpahkan oleh kepada daerah. Selain itu, koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

2.1.3.4  Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
	 Dalam PP Nomor  58 tahun 2005 pasal 7 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 7 disebutkan bahwa Kepala SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
2. Menyusun rencana APBD dan rancangan perubahan APBD 
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUM)
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, dan 
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
(2006:74)



PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
2. Mengesahkan DPA SKPD
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
6. Menetapkan Surat Penyediaan Dinas (SPD)
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
9. Menyajikan informasi keuangan daerah
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
(2006:74)
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PPKD selaku BUD menunjukkan pejabat dilingkungan satauan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD. Penunjukan kuasa BUD ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2.1.3.5  Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Daerah
	Kuasa penguna anggaran adalah kepala unit pada SKPD atau jabatan setingkat dibawah kepala SKPD dan merupakan penanggungjawab dalam program penetapan, pejabat kuasa penguna anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan kepala SKPD sebagai penguna anggaran.
Menurut Indra Bastian dalam PP Nomor 58 tahun 2005 pasal 10 disebutkan bahwa pejabat pengguna anggaran atau barang daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun RKA SKPD 
2. Menyusun DPA SKPD
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan peneluaran atas beban anggaran belanja
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya 
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran 
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukakn pajak
7. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan 
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
9. Mengelola baranng milik daerah atas kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin
12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atau pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
           (2006:169)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagai kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Pelimpahaman wewenang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.





2.1.4 	Pengertian Anggaran 
	Dalam berkembangnya usaha saat ini, yaitu dengan bertambahnya kompleksnya tantangan yang harus dihadapi dengan besarnya resiko yang ditanggung oleh pengusaha pada usahanya, mendorong dikembangkannya sistem anggaran sebagai salah satu alat perencanaan manajemen. Secara sederhana anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari perusahaan, untk itu anggaran harus disusun secara cermat dengan perhitungan dan estimasi yang baik dan melibatkan setiap departemen yang terkait. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mngenai anggaran, penulis mengutif beberapa pendapat tentang definisi anggaran secara umum.
Pengertian anggaran menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:
“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”.
(2001:488)
	Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian anggaran adalah suatu rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam jangka waktu satu tahun.



Sedangkan pengertian anggaran menurut M. Munandar yaitu:
“Bussines budget atau budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatu) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”.
			(2000:9)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana kuantitatif tertulis mengenai kegiatan organisasi yang disusun secara sistematis dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dan mencerminkan sasaran organisasi serta tujuan operasi yang dirumuskan oleh pimpinan dan seluruh karyawan secara sama-sama.

2.1.4.1  Karakteristik Anggaran 
 Anggaran harus di susun dan di hitung dengan cermat agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut anggaran harus memiliki karakteristik tertentu.
 Menurut Mulyadi karakteristik anggaran adalah sebagai berikut:
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan 
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun 
3. Anggaran berisi komitmem atau kesanggupan manajemen, yaitu manajer setuju menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran
4. Usulan anggaran di nilai dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesudah di bandingkan dengan anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan.
(2001:490)
 Dari hasil uraian diatas dapat di simpulkan bahwa anggaran harus berupa satuan keuangan mencakup jangka waktu satu tahun, berisi komitmen, di setujui oleh pihak berwenang, dapat berupa dalam kondisi tertentu dan harus berupa hasil aktual.

2.1.4.2  Klasifikasi Anggaran 
 Anggaran perusahaan berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan setiap kegiatan yang dilaksanakan suatu perusahaan, sehingga dalam hal ini anggaran perusahaan akan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.
 Seluruh kegiatan yang ada di perusahaan akan terkait dengan anggaran perusahaan. Oleh karena itu, anggaran perusahaan akan terdiri dari berbagai macam anggaran perusahaan akan terdiri dari berbagai macam anggaran lainnya baik dari segi isi, bentuk maupun fungsinya. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu di ketahui jenis anggaran apa saja yang umumnya ada dalam suatu organisasi.




Menurut M. Nafarin anggaran dapat di klasifikasikan dalam beberapa sudut pandang, adalah sebagai berikut:
1. Menurut dasar penyusunan
2. Menurut cara penyusunan
3. Menurut jangka waktunya
4. Menurut bidangnya
5. Menurutnya kemampuan menyusun
6. Menurut fungsinya
(2004:17-18)
Adapun penjelasan dari klasifikasi anggaran diatas adalah sebagai berikut:
1. Menurut dasar penyusunannya, anggaran terdiri dari:
a. Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang di susun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu anggaran yang dapat di sesuaikan pada tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang di susun bersadarkan suatu tingkat kapasitas tertentu disebut juga anggaran statis.
2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari:
a. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, umumnya periode satu tahun yang di susun setiap akhir periode anggaran 
b. Angaran continue adalah anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat



3. Menurut jangka waktu anggaran terdiri dari:
a. Anggaran jangka waktu pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama satu tahun
b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun
4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari:
a. Anggaran Operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi, anggaran opersional antara lain terdiri dari:
a) Anggaran perjualan
b) Anggaran biaya pabrik yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik
c) Anggaran beban usaha
d) Anggaran Laporan L/R
b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan antara lain terdiri dari:
a) Anggaran kas
b) Anggaran piutang
c) Anggaran persediaan
d) Anggaran utang
e) Anggaran neraca


5. Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari:
a. Anggaran komprehnsif merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun ssecara lengkap
b. Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja
6. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari:
a. Anggaran apropsiasi (appropriation budget) adalah anggaran yang di bentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain
b. Anggaran Kinerja (performance budget) adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang di lakukan dalam organisasi (perusahaan) yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.
Dari uraian diatas, klasifikasi anggaran dapat di bedakan dengan melihat dari dasar penyusunan, cara penyusunan, jangka waktu, bidang anggaran, kemampuan penyusunan dan dari fungsinya.

2.1.4.3  Manfaat dan Keterbatasan Anggaran 
 Dalam suatu proses kegiatan (aktivitas) yang dilakukan perusahaan, anggaran memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan tersebut. Manafaat dari anggaran di kemukakan oleh  M. Nafarin adalah sebagai berikut:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama
2.  Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai
3.  Dapat memotivasi pegawai
4.  Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai 
5.  Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
6.  Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
7.  Alat pendidikan bagi para pengajar.
(2004:12-13)
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan dibuatnya anggaran tersebut, baik ke efektivitas maupun koefisien dalam hal ini produktivitas kerja perusahaan dan sumber daya manusianya.Walaupun anggaran mempunyai banyak manfaat dan kegunaan bagi perusahaan, anggaran juga tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang ada. 
Menurut M. Nafarin keterbatasan yang dimiliki oleh anggaran perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian
2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uamg dan tenaga yang tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat
3. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif.
(2004:13)
Dari penjelasan diatas, hal-hal yang menjadi keterbatasan anggaran diantaranya yaitu keefektivitasan dari pengguna anggaran sangat bergantung kepada keterlibatan semua pihak dalam suatu perusahaan tersebut. Pelaksanaan dari suatu anggaran memerlukan kerjasama dan partisipasi dari seluruh anggota manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, karena pelaksanaan dari anggaran tidak berjalan dengan sendirinya dan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi harus terus-menerus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan agar anggaran yang dibuat tidak menyimpang dari kondisi saat itu.

2.1.5 Prosedur Penyusunan Anggaran
Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran serta pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya ada ditangan pimpinan tertinggi perusahaan yang paling bertanggung jawab atas kegitan perusahaan keseluruhan.
Dengan demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran serta kegiatan-kegiatan penganggaran lainnya tidak harus di tangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan. M. Nafarin mengemukakan bahwa prosedur penyusunan anggaran terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:
1) Tahap penentuan pedoman perencanaan
2) Tahap persiapan anggaran
3) Tahap penentuan angaran
4) Tahap pelaksanaan anggaran 
(2004:8-9)
Adapun penjelasan dari tahapan prosedur penyusunan anggaran perusahan yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:
1.  Tahap penentuan pedoman perencanan
Yaitu suatu tahap yang menentukan anggaran yang akan dapat dibuat pada tahun yang akan datang, anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Sebelum menyusun anggaran terlebih dahulu direktur melakukan dua hal yaitu:
a. Menetapkan rencana besar perusahaan, seperti: tujuan, kebijakan dan asumsi-asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran.
b. Membentuk panitia anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan dan sekretaris dan manajer lainnya sebagai anggota
2. Tahap persiapan anggaran
Yaitu tahapan dimana manajer pemasaran terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan (forecast sale) sebelum menyusun anggaran penjualan perusahaan. Setelah tahap tersebut selesai manajer keuangan untuk menyusun anggaran lainnya. 
3. Tahap penentuan anggaran
Yaitu tahapan diadakannya rapat dari semua manajer besserta direksi, dengan menteri rapat berupa perundingan mengenai penyesuaian rencana akhir. Setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran.
4. Tahap pelaksanaan anggaran 
Yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah di analisis anggaran disampaikan pada redaksi.
Dari uraian diatas dapat penulis artikan bahwa prosedur penyusunan terdiri dari empat tahap, yaitu penentuan pedoman perencanaan anggaran, tahap penentuan anggaran dan tahap pelaksanaan anggaran.
Pada dasarnya pimpinan tertinggi perusahaan memegang tanggung jawab penyusunan anggaran, karena pimpinan tertinggi perusahaan berwenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan, namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran serta kegiatan lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat di delegasikan pada bagian lain di dalam perusahaan yang berkepentingan.
Menurut Sofyan Haraphap ada tiga metode dalam penyusunan anggaran biasanya di gunakan oleh suatu organisasi, yaitu:
1. Top down budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang di mulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya.
2. Bottom up budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan yang dimulai dari bawahan kepada atasannya atau pimpinan perusahaan
3. Gabungan adalah metode anggaran yang di laksanakan suatu perusahaan dengan menggabungkan dua metode sebelumnya yaitu metode top down dan bottom up budgeting.
(2000:89-91)
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode dalam penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh organisasi atau perisahaan yang dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahan, bawahan kepada pimpinan perusahaan dan pengabungan antara dua metode tersebut.
Formulir yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1.2
DPA SKPD
	Kode
	Nama Formulir
	Keterangan

	DPA SKPD
	Ringkasan DPA SKPD
	

	DPA-SKPD 1
	Rincian DP Pendapatan SKPD
	Hanya dibuat oleh SKPD pemungutan pendapatan

	DPA-SKPD 2.1
	Rincian DPA Belanja Tidak Langsung program dan per kegiatan SKPD
	

	DPA-SKPD 2.2.1
	Rincian DPA Belanja Langsung program dan per kegiatan SKPD
	

	DPA-SKPD 2.2
	Rekapitulasi DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD
	

	DPA PPKD 
	Ringkasan DPA PPKD
	

	DPA-PPKD 2.1
	Rincian DPA Belanja Tidak Langsung PPKD
	Pendapatan dana perimbangan dan hibah

	DPA-PPKD 3.1
	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
	Belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, tidak terduga

	RKA-PPKD 3.2
	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	











2.2 KERANGKA PEMIKIRAN
Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi pengelolaan keuangan daerah semenjak saat itu. Reformasi tersebut dilakukam dengan mengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Dearah adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatif didaerah adalah DPRD. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi tentang perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah, sehingga Undang-undang tersebut sering disebut dengan Undang-undang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beralaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi didalam dan luar negeri. 
Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka dapat diduga bahwa terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolan keuangan daerah. Hal ini disebabkan manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah.

Dalam berkembangnya usaha saat ini, yaitu dengan bertambahnya kompleksnya tantangan yang harus dihadapi dengan besarnya resiko yang ditanggung oleh pengusaha pada usahanya mendorong penerapan anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen. Untuk itu anggaran harus disusun secara cermat dan teliti dengan perhitungan dengan estimasi yang baik dalam menetapkan suatu anggaran yang merupakan proyeksi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dalam suatu periode. 
Pelaksanaan kegiatan anggaran pada Dinas Perhubungan sangat penting yang mana pemerintah mengeluarkan keputusan presiden mengenai perincian lebih lanjut yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang merupakan dokumen dasar pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)  merupakan tahapan kegiatan yang di buat oleh masing-masing pelaksana anggaran yang sangat penting dalam rangka penyelengaraan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka dengan disusunnya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) berarti bahwa program dan rencana operasional tahunan yang dianggarkan akan mulai di laksanakan. Mengingat pentingnya pelaksanaan anggaran yang berjalan pada Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan dari setiap program penyusunannya, diupayakan memperhatikan semua potensi dan kinerja pihak-pihak yang terkait pada perusahaan tersebut.
Tujuan bagi perusahaan adalah untuk mencapai laba perusahaan. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai anggaran, penulis mengutip beberapa pendapat tentang definisi anggaran secara umum. Pengertian anggaran               M. Nafarin adalah sebagai berikut:
“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan”.
(2004:12)
Sedangkan pengertian anggaran menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:
“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”.
       
(2001:12)
Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu rencana manajemen mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya perusahaan yang dinyatakan secara formal dan terperinci, dalam bentuk kuantitatif dan dalam suatu periode tertentu. Dalam anggaran ini termasuk juga serangkaian tindakan antisipasi untuk menyesuaikan dimasa yang akan datang dengan rencana yang telah ditetapkan, karena itu anggaran juga dipakai sebagai alat koordinasi dan implementasi antara rencana awal dengan aktivitas yang sedang berlangsung.
Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah..
Seperti halnya dengan RKA SKPD dokumen pelaksanaan yang terkait dengan pendapatan memuat informasi tentang kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan daerah yang dikelola/dipungut/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dokumen pelaksana anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Mekanisme penyusunan DPA SKPD adalah sebagai berikut:
a. Paling lambat 3 hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, BPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA-SKPD.
b. Paling lama 6 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada pejabat pengelola keuangan daerah.
c. TAPD melakukan verifikasi terhadap DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan peraturan walikota tentang penjabaran APBD.
d. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada BPKD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
e. Berdasarkan verifikasi tersebut, kepala pejabat pengelola keuangan daerah mengesahkan rancangan DPA-SKPD setelah disetujui oleh sekretaris daerah.
f. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah dan BPK paling lama 7 hari kerja sejak tanggal disahkan.
g. DPA-SKPD yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh SKPD.
Dalam prosedur keuangan daerah dapat dilihat gambar mekanisme penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Mekanisme Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)





Jadi dari gambar diatas menjelaskan bahwa Mekanisme Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diawali dari unit kerja sampai persetujuan TPRAD (Tim Pengurus Rancangan Anggaran Daerah) yang sudah disahkan dan dikembalikan kepada SKPD.
Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang dibuat oleh masing-masing pelaksana anggaran merupakan dokumen untuk melaksanakan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang sudah dibuat sebelumnya yang sangat penting dalam rangka penyelengaraan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka dengan disusunnya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) berarti bahwa program dan rencana operasional tahunan yang dianggarkan akan mulai di laksanakan.
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Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
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